Scanned by CamScanner



2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusql dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tuhunl 2004 Numu’r 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembara
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambal
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerimtahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomo:
244, Tambahan Lembaran Negara Republik [ndonesia Nomor
5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedu
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  tentan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republilk [ndonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik [ndonesi

‘ Nomor 5601);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

) 2

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5339
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemcrintah Nomor
47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan
dan  Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan  Dacrah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 72
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 604 1 )

. 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Neoeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Da rah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang
Badan Permusyawaratan Desa:

10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018
tentang Nagari;

I1. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun
2016 tentang Nagari;

12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2017 tentang
Badan Permusyawaratan Nagari;

13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang
Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan  Wali  Nagari.
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupali Pesisir
Selatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Pesisir Selatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pedoman
Teknis Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari;

Scanned by CamScanner



MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU . Mengesahkan Perpanjangan Masa Jabatan Saudara Yenita Herda
Nip. 19640610 199303 2 004 sebagai Penjabat Wali Nagari Kambang
Timur Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan, dengan
masa tugas paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal 1
September 2019.

KEDUA - Penjabat Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU,
melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban serta memperoleh
hak yang sama dengan Wali Nagari serta memfasilitasi Pemilihan
Wali Nagari.

KETIGA : Penjabat Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU,
berhak memperoleh tunjangan yang besarnya ditentukan dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

' Ditetapkan di Painan
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